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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PRDSEEEEGF:EELIERBI:% ANGAN
- NYEDIAAN DANA PADA BADAN PE LAA
SURAT FE DAI;II hSETDDAERﬁH KARUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

bahwa dalam rangka mmﬁ;lgkaﬂ{an pelaya:llan gﬁ
penerbitan surat penyediaan dana pada
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pringsewu, perlu adanya standar operasional prosedur
penerbitan surat penycdiaan dana sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

Menimbang -

b. bahwa  berdusarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlt menetapkan Peraturan
Bupat tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan
Surat Penyediaan Dana pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tfentang
Penvelengpera Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Wegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahkun 2003 Nomor 47, Tambakan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4286);

-

3. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 {entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahzn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400};




10.

11,

12,

i3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan
Pemerintahan Daeruh {Lemburan Negara Republik
Indonesia Talun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembennikan Peraturan Perundang undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan LDaerah ([Lembaran Negara Repubiik
Indeonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara
Republik Indunesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
| emharan Nepara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2014 terntang
Adminisirasi Pemerintahan {Lembaran Negarza Republil:
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Infermasi Kevangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41576)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republilkk Indoncsia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah {Lembaran Negaua
Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 140, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenftang
Pedoman Penyusunan dan Pererapan Standar Pelayanan
Mimimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repuliik
Indonesia Nomor 4585};

Peraturan Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ([Lembaran WNegara Republik
Inndonesia Tahun 2005 Nomeor 165, Tamhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);




Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tabhun 2006
Nommor 25, Tambshan Lembaren Nepara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomeor 5155);

Peraturan Menteri Dadain Negeri Notnor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimans telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tabhun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dsaerah [Berita
Negara FKepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringzewu Nomor 07 Tahun
2010 temiang FPokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah [Lembaran Daeral Kabupaten Pringsewu Tahun
2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringeewy Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dgaerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT]I TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANOAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2,

Diaerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.




L.

11.

12.

L3.

L4.

£5.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kepiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuvangan Daerah.

Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerinlaby daeralt  dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Organisesi Perangkat Dacrah yang selanjuinya disinglkat
OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan ¥erja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku peagpuna anggaran/
pongguna barang, yang juga melaksanskan pengelolaan
keuangan daerah.

Pemegang Keluasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang Lkarena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelengearakan Keseluruhan pengelolaan
kenangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PKD adalah kepala satuan kcrja pengelola
kenangan daerah wvang selanjuinya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyal fugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagali bendahara
umurl daerah.

Bendahsata Umum Daerah yarng selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD vang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum TDaerah yang =selanjatnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BUD.

Pengpuna  Anggaran  adalah  pejabat pemegang
kewenangan penggunasn anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi OI'D yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dibert
kuaea untuk melakeanskan sebagian kewenatpgan
pengguna anggaran dalaan melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi OPD.

Kas Umum Daerah adalsh tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepzla Daerah untuk
menampung scluruh penenimaan daerah dam digunakan
untuuk membayar selnruh pengeluaran daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungeional yang
ditunjuk IMEenerima, menyimparn, membavarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada QPD.



16 . Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat
RKA-QPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan OFPD
gerta anggaran yang diperlukan untuk melaksanalkkannya

17 . Rencana Kega dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Dasrah yang selanjuinya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anpgaran badan keuangan selakn
Bendshara Umum Daerah.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yvang selanjutnya
disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
gebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran,

19 Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Pejabat Pengelola
Kenangan Daerah vang selanjuinya disingkat DPA-PPKD
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/
Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara
Umum Dacrah.

20.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang beroumber dari pencrimaan dan perkiraan amuas kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dama yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam sefiap
periode atau kegiatarn.

21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat vang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembsayaran.

22.8urat Penyediaan Dana selanjuinya disingkat SP'D adatah
dokumen vang menvatakan tersedianva dana untulk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAE 11
RUANG LINGKUF
STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Fenyediaan
Nana pada Radan Pengelolaan Kenangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pringsewu meliputi:

a. penerbitan surat penyediaan dana; dan

b. alur dokumen penerbitan surat penyediaan dana,

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampman [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernturan ini.




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATT PRINGSEWU
NOMOR : 2%
TAHUN : ¢4 Tuni 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN
SURAT PENYEDIAAN DANA

A, Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat
Penyediaan Dana adatah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi bagi Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf pada
Bidang Anggaran Badan Peogeloluan Keuangan dan Aset Dacrah
Kabupaten Pringsewnl.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penterbitan Surat Penyediaan

Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pringsewn adalah:

1. SPD untuk Belanja Tidak Langsung, untuk belanja gaji dan (unjangan
dinjulsan per triwulan;

2. 8PD untuk Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan diajukan
per triwulan;

3. SPD untuk Belanja Langsung, untuk kegiatan diajukan tiap bulan; dan

4. Jumiah SPD untuk masing-masing per triwulan/bulan disesuaikan
dengan kebutuhan, Anggaran Kas dan kemampuan keuangan dasrah
vang ada pada Rekening Xas Daearah pada bulan berkenaan.

C. Standar Operasionai Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana adalah
sebagai berilkut:

1. OPD menyampaikan pengajuan permohonan penerbitan Surat
Penvediaan Dana [SPD) dari Pengguna Anggaran OPD kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah {PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah
{BUD}, dan diterima oleh pemgas kemudian diagendakan kesurat
masuk. Kemudian petigas membuat lembar disposisi @ yang
disampaikan kepada Kepala BPKAD melaluni Sekretaris;

2. Kepala Badan mendisposisikan kepada Bidang Anggaran (15 Menit);

3. Kepala Bidang Angparan selaku Kuasa BUD memverifikasi kebenaran
permohonan penerhitan SPD dengan meneruskan kepada Kepala Sub
Bidang Pengendalian Anggaran (30 Menit};

4. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran selaku pejabat yang
membantu Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi dan menelit
kebenaran dari surat perrnohenan penerbitan SPL meliputi: besaran
angearan vang tersedia pada DPA, kesesuaian anggaran kas antara
vang diminta dengan yang ada pada Simda, kodefikasi rekening
anggaran, rincian obyek belanja, kesesuaian akumulasl anggaran yang
dicairkan debelumnya dengan kartu kontrol/pengawasan. Kemudian
Kepala Sub Bidang mendisposisikan ke Staf (30 Menit);

5. Staf menyiapkan draft SPD dan membantu melakukan verifikasi dan
meneliti kembali kebenaran dari surat permochonan penerbitan SPD
yvang diajukan oleh OPD (5 Jam);




10.

1}

12.

£3.

14,

15.

16

17.

. Apabila surat permohonan penerbitan SPD tersebut tidak benar, ada

kesalahan dan atau tdak temmedia dana, maka akan dikembalikan
kepada OPD untuk diperbaiki paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak
diterima OFD {1 Hari);

Apabila berkas pengajuan sudah benar maka Staf memproses surat
pengajuan SPD dengan menerbitkan draft SPD yang kemudian diajukan
kepada Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran (30 Menit};

Kepala Sub Bidang meneliti kebenaran draft SPD, apabila sudah benar
malka kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Anggaran {30 Menit);

Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD meneliti ulang draft SPD
yang diajukan kemudian diteruskan ke PPKD selaku BUD untuk
mendapat persetujuan [ 15 Menit);

PPKD selaku BUD apabila menemuksn kesalahan dan atau tidak
tersedia dana maka koreksi dituangksn ke Lembar Persetujuan. Apabila
ada perbaikan maka dikembalikan ke Kepala Bidang Anggaran selakn
Kuasa BUD untuk diperbraiki (19 Menit);

Apabila rancangan draft sudah benar dan disetujui cleh BUD, maka
Staf menerbitkan SPD final 3 (tiga) rangkap, kemudian dicap Daraf
Koordinasi dan diparaf dikolom staf oleh staf, beserta melampirkan
draft 5PD dan paral Kartu Pengawasan Penyediaan Dana untuk
digjukan ke Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran (1 Jam);

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran membubuhkan paraf
didalam Paraf Koordinasi yang sudah dicap sebelumnya oleh Staf dan
melakukan parsf dikartu pengawasan penyedsaan dana Kemudian
diajukan ke Kepala Bidang Anggaran {15 Menit|;

Kepala Bidang Angparan selaku Kuasa BUD membubuhkan paraf ke
dalam kolom paraf koordinasi dan paraf pada kartu pengawasan
Penyediaan Dana yang kemudian diajukan ke PPKD selaku BUD
melalui Sekretaris (15 Menit);

Sekretarts melakukan paraf pada kolom psasaf koordinasi dan pada
Kartu Pengawasan Penyediaan Dana, kemudian digjukan ke PPKD
selaku BUD (15 Menit);

FPPEKD selaku BUN menandaftangani dan atau otorieasi SPD final

(15 Memnit);

SPD vang telah ditandatangani PPKD selaku BUD selanjutnya

dikirimkan kepada:

a. arsgip Kuasa BUD c¢.q Bidang Anggaran {SPD lembar-1);

b. Inspekiprat (3PD lembar ke-2);

c. Kepala OPD (SPD lembar ke-3), untuk sclanjuinya digunakan
sebagai dasar pengajuan SPP.

Berdasarkan SPD-1, Staf bidang anggaran sebagai operstor SPD
mencatatitya dalam register SPD dan Kartu Pengawasan Penyediaan
Dana.




Menimbang :

Menmngat

FORMAT SPD [ANG-0Z]
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

NOMOR ...... TAHUN.......

TAHUN ANGGARAN........

PEJABAT PENGELOLA KEUJANGAN DAERAII

SELAKL BENDAHARA 1TMIUIM NAERAH

bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja
helanja tidak langsung tahun anggaran ... berdasarkan anggaran
kas yang telah ditetapkan, periu disediakan pendanaan dengan
menerbitkan Surat Penyvediaan Dana {SPD);

1.

Peraturan Daerah Kabupatcn Pringscwu Nomor....Tahun
....tentang Penetapan APBD Ksabupaten Prnngsewu Tahun
Anggaran . ...;

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor.. Tahun....tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran ....;

Peraturan Bupati Pringsewu  Nomor..Tabun,...lentang
Pedoman Pelaksanann APRD Kabupaten Pringsewn,

DPA-OPD...... Kabupatren Pringzevu [Daftar nemner terlampir};

MEMUTUSKAN:

Rerdasarkan Peraturan BDaerah Kahupaten Pringsewun Nomor . Tahono .,
tanggal. ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran,...... menectapkan fmenyediakan kredit anggaran
sebagai berikar:
1. Ditujukan kepada OPD T oneeraresaaan
2. Nama Bendahara Pengeluaran D e rrreieeman

3. Jumilah penyediaan dana : Rpool
(terbilang..................... )
4. Untuk Keperluan : Bulan....s/d Bulan.....

5. Ikhtisar penyvediaan dana:
a. Jumlah dana DPA-QFD /DPPA-

OPD/DPAL-OPD P RP
L. Akumulasi SPD sebelumnya Rpen
Siga dana yang belum di-SFD-kan T Rpo L

Ll
d. ._.lu_;mla.h dana vang di-S8PD- kan saat

1
e. 3Jisajumlah dana DPA-OPLY/

DPPA-OPD/DPAL-OPD*) vang
belum di-SPD-kan  {terbilang.......oooveeeenenne.. J
6. Ketentuan-ketentuan lain -

Ditetapkan di
pada tangeal ...
PPKD SELAKU BUD,

(tanda Langan)

{nama |lengkap)
NIF.




Cara Pengisian Formuylir SPD;

1.
<,

10.

11.

12.

13.

14,

Nomor diisi dengan nomor SPD.

Penerbitan SPD didasan dongan berbagai portimbangan scbegai dasar
hukuin. Seluruh payung hukum yang mendasari penerbitan SPD
dicantumkan secara urut lengkap dengan nama, nomor dan tahun dasar
hukum {pada teks menimbang dan mengingat).

Pada teks keputusan tentang penerbitan SPD juga diisi nomor, tanggal
dan tahun Feraturan Daerah tentang AMBD.

OPD diisi dengan kode dan nama OPD,

Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara
pengeluaran OPD.

Jumlah penyediazn dana dtisi dengan jumlah dana yang disediakan dan
menjadi hak OPD lewat penetapan SPD yang bersanglutan. Pengisian
jumlah dana disertai dengan jumlah terbilang dari dana versebut.

Untuk kebutuhan diisi dengan pericde waktu peruntukan penyediaan
dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan | maka periode
walktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannva.
Jumlah dana DPA-OPD/DPPA-OPD/DFAL-OFD diisi dengan jumlah total
anggaran satu tahun untuk OPD yang bersangkutan berdasarkan pada
DP5- OPD/DPPA- OFD/DPAL-OFD.

Akumulasi 3PD sebeluminya diisi dengan jumlah dena yang iclah
disediaken lewat penetapan seluruh SPD sebelumnya dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.

Sisa dana yang belum di SPD kan diisi dengan jumlah dana hasil
pengurangan jumlah dana total {point 8) dikurangi dengan akumulasi
dana SPD scbelumnya (point 9).

Jumlah dans yang di SPD kan diisi dengan jumlah dana yang diacdiakan
lewat penetapan SPD saat ini.

Sisa jumlah dana DPA-OPD/DPPA-OPD/DPAL-OPD yang belum di SPD
kan diisi dengan jumlah dana yang belum di SPD kan {dari Point 10)
dikurangi dengan jurmlah dana yang di SPD kan saat ini [point 11).
Ketentuan-ketentuan lain dapat diisi jika memang beberapa ketentuan
yang menyertai penetapan SPD.

SPD ditetapkan dengan mencantumksn tempst dan tanggal penetapan
dan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Di bawah tanda tangan
dicantumkan nama dan NIF PPED.



FORMAT LAMPIRAN SPD BELANJA TIDAK LANGSUNG (ANCI-02]

LAMPFIRAN SFD NOMOR e
BELANJA TIDAK LANGSUNG ...
PERICDE BULAN S s/d ...
TAHUN ANGGARAN e

Nomor DPA-OFD/DPPA-OPD Anggaran ﬂk“‘é‘;‘&fﬁi SPD Jumpah Feda SPD Sisa Anggaran

PPKD SELAKU BUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Unwik Belanja Tidak Langsung:

1.

2.

L

10.

Nomor SPT} diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang
tercantum dalam surat penetapan SPD.

Periode diisi dengan pericde wakiu peruntukan penvediaan dana SPD.
Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode waktu diisi
dengan Januar s/d Maret beserta tahun anggarannya.

Tahun anggaran diisi tahun anggaran yang sesuai peruntukan SPD.

Kolom nomor DPA-OPD/DFPPA-OPD diisi dengan nomor DPA-OPDf
DPPA OPD untuk belanja tidak langsung untuk tahun asnggaran yang
bersangkutan.

Kolom anggaran diisi dengan anggaran belanja tidak langsung untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana
belanja tidak langsung yang telah disediakan lewat SPD-3FD yang telah
ditetaplkan sebelumnya.

Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah belanja tidalk
langsung yang disediakan lewat SPD ini.

Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana belanja tidak langsung
untuk satu tahun anggaran {dari point 5) dikurangi jumlah dana belanja
tidak langsung vang telah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 6) dan
juga dikurangi dengan jumlah dana belanja tidak langsung dalam SFD
saat ini (dart point 7).

Jumlah dana belanja tidak langsung diisi dengan jumnlah dana belanja
tidak langsung yvang di-S8PD-akan saat ini. Pengisian jumlah dana
tersehut dilengkapi juga dengan juinlah dana lerbilang.

Lampiran S8PD untuk belanja tidak langsung ditetapkan dcongan
mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangami oleh
PPKD selaku BUD. Di bawah tanda tangsn dicantumkan nama dan NIP
PPKD




FORMAT LAMFIRAN SFD BELANJA LANGSUNG [ANG-02

LAMPIRAN SPD NOMOR .. ...
BELANJA LANGSUNG D vearareas
PERIODE BULAN s esfd
TAHUN ANGGARAN !

Akumulasi Pada SPD Jumlah Pada SPD .
Nomor DFA-QPD/DPPA-OFD Anggaran Sebelu a Periode Ini Sisa Anggaran
Jumlah Dang E!elanja Langsung Rp...
[Terbilang :
Ditetapkan di ........
pada tanggal..........

PPKD SELAKU BUD,
{tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.




Cara Pengisian Formulir Lampiran SPDY untuk Belanja Langsung:

1.

2.

S

10,

11.

12,

Nomor SPD diisi dcngan nomor SPD eesuai dengan nomor yang
rercantum dalam surat penetapan SPD.

Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana SPD.
Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan I maka periode waktu diisi
dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.

Tahun anggaran diisi tahun anggaran yang sesuai peruntukan 3PD.
Kolom nomar DPA-OPD/DFPPA-OPD/DFAL-OPD diisi dengan nomor DPA-
OPD/DPPA-OPD untuk belarga langsung untulk tahun anggaran yang
bersangkutan.

Kolom program diisi dengan kode dan nama program sesuai dengan
yang dianggarkan dengan nomor DPA-/DPPA-/DPAL-OPD pada kolom
sebelumrnya (dari polnt 4).

Kolom kegiatan diisi dengan kode dan pams kegiatan sesual dengan
yang dianggarkan dengan nomor DPA-OPD/DFPPA-OPD /DPAL-OPD parda
kolom sebelumnya {dari point 4).

Kolom anggaran diisi dengan anggaran kegiatan {dari point &) untuk
satu tahun anggaran vang bersangkutan.

Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumilah dana
kegiatan {dari puint 6) yang lelah disediakan lewat SPD-SPD yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Kolom jumlah pada SPT periode ini diisi dengan jumlah dana kegiatan
(dari point 6) yang disediakan lewat SPD ini.

Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana kegiatan (dan point &}
untuk satu tahun anggaran (dari point /) dikurangi dengan jumiah dana
kegiatan {dari point 6) vang tclah di-SPD-kan sebelumnya (dari point 8}
dan juga dikurangi dengan jumlah dana kegiatan (dari point 6) dalam
SPD saat ini {dari point 9).

Jumlah dana belanja langsung diisi dengan jumlah dana belanja
langsung dari seluruh kegiatan yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian
jumlah dana tersebut dilengkeapi juga dengan jumlah dana terbilang.
Lampiran SPD wuntuk belanja  langsung ditetapkan  dengan
mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani oleh
PPKD selaku BUD. M hawah tanda tangan dicantumkan nama dan NIP
PPKD.




FORMAT REGISTER SFD (ANG-03]

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGZEWU
REGISTER SPD

BULAN............
TAHUN ANGGARAN: ... vovverron
SURAT PERMOHONAN SPD PENERBITAN SPD KETERANGAN
NO. oGL | NOMOR |TANGGAL | NAMA SA"KER | JUMLAH | NOMOR SPD TARGGAL | gumax
1 2 ] < ) 4] 7 & g g

Cara Pengisian:
Diisi nomor urut pencatatan,
2. DLiisi tanggal diterimanya surat permohonan 3P dari OFD.
3. Diisl nomor Surat Permohonan SPD dari OPD.
4. Diisi tanggal Surat Permohonan SPD dari OPD.
3. Diigi nama OPD Penerbitan Surat Permohonan SPD,
6. Diisi nilai SPD yang diminta.
7. Diisi Nomor Surat Penyedisan Dana (SFD) vang diterbitkan.
8. Disi tanggal SPD.
5. Diisi Nilai SPD vang diterbitkan.
10. Diisi keterangan yang dianggap perlu, misalnya alasan keterlambatan penerbitan SPD.




FORMAT KARTU PENGAWASAN PENYEDIAAN DANA {ANG-04] |

PEMERINTAH KABUPATEN FRINGSEWU
KARTU FENGAWASAN PENYEDIAAN DANA

TAHUN........

Nama OPD Anggaran Triwnalanl  Rp. ...,

Anggaran Semula ... Anggaran Triwulan I  Rp. .......

Ferubahan Jumlah :...*% Anggaran Triwulen Il Rp. .......

Setelah Perubahan :........ Apnggaran Triwvulan IV Rp. ...

SPD__ e
NO SALDO SISA KETERANGAN
TANGGAL NOMOR URAIAN JUMLAHE KUMULATIF

L 2 3 4 5 6 7 8




Keterangsnn:

Diisi nomor urut data dan informasi.

Diigi tanggal Surat Penyediaan Anggaran (SPD).

Diigi nomor Surat Penyediaan Anggaran (SPD).

Diisi keperluan SPD.

Diisi jumiah SPD yang sudah terbit.

Diisi jumlah kumulatf SPD yang telah terbit.

Diisi sisa anggaran kummulatif setelah penerbitan SPD.
Diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

*}Diiei bila terjadi perubahan DPA.

B B RS




FORMAT KARTU PENGAWASAN PENYEDIAAN DANA FER KEGIATAN [ANG-05)

FEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KARTU PENGAWASAN PENYEDIAAN DANA PER KZGIATAN

TAHUN........

Kode Kegiatan Do Anggaran DPA/DPAL-OFD Rp......

Nama OPD S Anggaran DPPA-OPD Rp...%

Nama Program SR Anggaran KAS Rp......

Narna Kegiatan T Anggaran Triwulan I Rp......

No. DPA/DPAL-OPD Drerarans Anggaran Triwulan II Rp......

Tgl DPA/DPAL-OPD & ... Anggaran Triwulan II] Rp.....
No.DPPA-QPD e ¥ Anggaran Triwulan IV Rp.....

Tgl. DPPA-QFD D areeeanns ¥ Jumlah Rp....

SPD
NO SALDOC SISA KETEKANGAN
TANGGAL NOMOR URAIAN JUMLAH KUMULATIF

1 2 3 3 5 6 7 8

—




ara Pengisian:

Ditsi pomor urut data dan informasi.

Diisi tanggal Surat Penyediaan Anggaran (SFD).

Dvisi nomor Surat Penyadiaan Anggaran (SPD].

Diisi keperluan SPD.

Diisi jutntah SPD yang sudah terbit.

Diisi jumlah kunmulatif SPD yang telah terbit.

Diisi sisa anggaran kumulatif setelah penerbitan SPD.
Diisi keterangan lain yang dianggap periu.

*} Diiisi bila terjadi pcrubahan DPA.

@R R WD =



FORMAT KARTU PENGAWASAN DANA TERSEDIA UNTOK PENERBITAN SPD (ANG-06}

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KARTU FENGAWASAN DANA TERSEDIA UNTUK PENERBITAN SPD

JUMLAH DANA
SALDO AWAL MUTASI KAS NILAI SPD YANG
NO | TANGGAL TERSEDIA UNTUX | KETERANGAN
EAS TEERSELDIA FENERIMAAN TEEBIT PENERBITAN SPD B
i 2 | 3 4 5 6=3+(4-5) 7




Cara Pengisiar:

1.
2.
3.

Diisi nomor urut pengisian transaksi.

Diigi urutan tanggal transaksi sesuai harn kerja.

Diisi saklo awal kas tersedia untuk penerbitan SPD (berasal dari saldo akhir
tanggal sebelumnys atau saldo Kasda pada saat sebelum penerbitan SPD
pertama Xali),

Diisi mutasi penerimaan kas pada tanggal lersebut sesuai dengan rekening
koran Kas Daerah (informasi dari BUD}.

Diisi nilai total SPD yang terbit pada tanggal tersebut (sesuai dengan data
register 3PD).

Diigi selisih antara saldo awal kas tersedia ditambah penerimmaan kas dikurang
nilai SPD terbit pada tanggal berikutnya. Jumlah tersebut merupakan juinlah
dana tersedia untuk pcnerbitan SPD.

Diisi informasi yang perlu ditambahkan, seperti jumlah SPD terbit pada tanggal
tersebut.




Pasal 4

Alur Dokumen Penerbitan Surat Penyediasn Dana
scbagoimana dimaksud dalam Fasal 2 huruf b, tercantum
dalam Lampiran 11 vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan mni.

BAE 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini muai beriake pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memenntahkan
pergundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyd
dalarn Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewn
pada tanggal 14 yuni 207
BUPATI PRINGSEWLI,

dto

SLRIADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 16 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 23

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




E. KETENTUJAN LAIN

1.

QFD menyampaikan pengajuan pennoohionan  penerbitan Sarat
Penyediaan Dana (SPD) dari Pengguna Anggaran OPD kepada Pejabat
Pengelolza Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara UJmum Daerah
(BUL), dan diterima oleh petugas kemudian diagendakan kesurat
masuk. Kemudian petugas membuat lembar disposisi yvang
dizampaikan kepada Kepala BPEAD melalui Sekretaria;

Apabila Kcpala BPKAD tidak ada ditempat dikarenakan Berhalangan
Tidak Tetap (Dmas Luar {DLj, Cuti, Izin, Sakit)] maka Seloretaria
langsung mendisposisikan ke Kepala Bidang Anggaran;

Apabila Kepala Bidang tidak ada ditemnpat dikarenakan berhalangan
Tidak Tetap [Dinas Luas {DL), Cuti, Izin, Sakit) maka Kepala Badan dan
atau Sckretaris langsung mendisposisikan ke Kepala Sub Bidang
Pengendalian Angparan;

Apabila Kepala BPKAD dan Schkretaris tidak ada ditempat dikarenakan
Berhalangan Tidak Tetap (Dinas Luar [(DL), Cuti, Izin, Sakit] maka
Kepala Bidang Anggaran selalon kuasa BUD langsung mendisposisikan
Surat Pengajuan SPD oleh OFPD ke Kepala Sub Bidang Pengendalian
Anggarac,

SPD yvang sudah diterbitkan Staf maka langsung dicap paraf koordinasi
kemudian diparaf oleh Staf dan diteruskan ke Kepala Sub Bidang;

Apabila Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran tidak ada ditempat
dikarenakan Berhalangan Tidak Tetap {Dinas Luar {DL), Cuti, lzin,
Sakit) maka paraf pada SPD final diteruskan langsung ke Kepala Bidang
Anggaran;

Apabila Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD tidak ada ditempat
dikarenakan Derhalangan Tidak Tetap (Dinas Luar (DL), Cuti, Izin,
Szkit) maka naraf langsung diteniskan ke Sekretaris;

Apabila Sekretariz ddalk ada ditempat dikarenakan Berhalangan Tidak
Tetap {Dinas Luar (DL), Cuti, Izin, Sakit) maka paraf langsung
diteruskan ke Kepala Badan selaku BUD;

Apabila Kepala BFKAD selaku BUD tidak ada ditempat di dikarenakan
Berhalangan lidak Fetap (Dinas Luar (DL}, Cuti, lzin, Sakitj maka
penandatanganan SPD final dilakukan oleh Kepala Bidang Anggaran
selaku Kuasa BUD.

BUPATI PRINGSEWLU,

dto
SUJADI




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 2% .
TAHON 1§ Juni 2017
ALUR DOKUMEN PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA
KUASA BUD KASTUBBID PENGENDATIIAN
PASKUASA PA BUD SEKRETARIS (KABID ANGGARAN} ANGGARAN STAF
smmﬁ“ THrposisi Ke Kot Varifkaal . Verifikasi - Venfikast
T T ! .n.l l [ ] l T L » Y
[ ' 4 : 1
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BUPATI PRINGSEWL,
dto
SUJADI
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